SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR
18 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN
TERHADAP POKOK TUNGGAKAN DAN DENDA UNTUK PAJAK KENDARAAN

BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK
PROGRESIF KETIGA DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang :

Mengingat

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

bahwa dalam rangka kebijakan pemberian keringanan atau
pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda pajak
kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di
wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, telah diundangkan
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2021
tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bagi Kendaraan
Bermotor Yang Terdaftar Di Kalimantan Tengah;

. bahwa dalam pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, banyak antusiasme masyarakat sehingga perlu
dilakukan perpanjangan masa kebijakan agar masyarakat dapat
memanfaatkan secara maksimal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d dan huruf f, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2021
Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bagi Kendaraan
Bermotor Yang Terdaftar Di Kalimantan Tengah;

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah
dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1622);



Menetapkan

-0

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

(Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 36)

MEMUTUSKAN:

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN

TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN
KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN TERHADAP POKOK
TUNGGAKAN DAN DENDA UNTUK PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR,
DAN PAJAK PROGRESIF KETIGA DI WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH.

Pasal I

Ketentuan di antara Pasal 6 ayat (1) dalam Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penghapusan
Sanksi Administrasi Bagi Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di
Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2021 Nomor 18), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pemberian keringan atau pembebasan terhadap pokok
tunggakan dan denda untuk pajak kendaraan bermotor, Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Progresive Ketiga
di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, mulai berlaku selama
155 (seratus lima puluh lima) hari sejak tanggal Peraturan
Gubernur ini diundangkan.

(2) Pendaftaran hanya dapat dilakukan di Kantor Bersama
SAMSAT se-Kalimantan Tengah.
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Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Oktober 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

NURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

SARING, S.H., M.H.

"NIP. 19650510 198703 1 003




